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TENTAT{G

PENETAPAN PERI'BAHAIT REI{CANA KERJA PERANGTAT DAERAH
KOTA PAYAKT'MBT'H TAHUN 2019

DEITGAII RAHMAT TUHAN YAITG MAHA ESA

a bahwa Perubahan Rencana Kerja perangkat Daerah

merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kota

Payakumbuh;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Keg'a pemerintah

Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan

Kepala Daerah paling lambat I (satu) bulan setelah

Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan

huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Payakumbuh tentang Penetapan Perubahan

Rencana Ke{a Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

Mengingat : I

b

c

Menimbang



2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2Ol4-2O19 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Payakumbuh;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2Ol7 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ke{a

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 550);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 38 tahun 2Ol8 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2OOS - 2025 (Lembaran Daerah

Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

13 Tahun 2Ol2 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun

2Ol2 - 2032 )l,embaran Daerah Propinsi Sumatera

Barat Tahun 2012 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2OL6-2O21;

18. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019;

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2

Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintah yang

Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3

Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (kmbaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);



21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor I

Tahun 2O12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2O3O

(kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012

Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7

Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan

l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1

Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-

2022 ll*mbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2018 Nomor 1).

25 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun

2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019

Nomor 42);

26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 57 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 56 tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Payakumbuh Tahun 2019 (l,embaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 57).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Payakumbuh;

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia;

5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia;

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu;

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya

disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang

membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan

Pembangunan;



8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2OO5-2O25, selanjutnya disebut

RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

Tahun;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2Ol7 -2022, selanjutnya disingkat

RPJMD Tahun 2Ol7-2O22 adalah dokumen

perencanazrn pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) Tahun;

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya

disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang

Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang

wilayah kota;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-

2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah,

adatah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) Tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya

disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun;

14. Rencana Kery'a Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

Tahun;

l5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan;

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap

misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,



dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat

dicapai dalam periode yang direncanakan;

18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari

suatu kegiatan;

19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program -

program indikatif untuk mewujudkan visi darr misi;

20. Kebdakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

22. Kegqatan Perangkat Daerah adalah serangkaian

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

(outpul) dalam rangka mencapai hasil (oufcome) suatu

program;

23. Indikator Kineq'a adalah tanda yang berfungsi sebagai

alat ukur pencapaian kine{a suatu kegiatan, program

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran

(outptttl, hasil (outcome), dampak (impacfl;

24. Keluaran (ou@ut) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaiurn proses atas sumber

daya pembarlgunan agal hasil (outcomel dapat

terwujud;

25. Hasil (outcomel adalah keadaan yang ingin dicapai

atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam

periode waktu tertentu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam

satu program;

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh



dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program;

27. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi,

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang

hendak dicapai dan tidak kaku.

(3) Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman;

5. Dinas Sosial;

6. Kantor Kesbangpol;

7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan

Kebakaran;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

BAB II
PERT'BAHAN RTITCA.ITA KER.'A PERANGXAT DA"ERAII

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2Ol9 merupakan Perubahan Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

Tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kota

Payakumbuh Tahun 2019;

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2019 ditetapkan oleh Walikota

Payakumbuh.

(2\ Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan

kewenangan Perangkat Daerah.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dinas Perhubungan;

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

Dinas Tenaga Keq'a dan Perindustrian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan

Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perpu stakaan dan Kearsipan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pertanian;

Dinas Ketahanan Pangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Keuangan Daerah

Inspektorat;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Kecamatan Payakumbuh Utara;

Kecamatan Payakumbuh Barat;

Kecamatan Payakumbuh Timur;

Kecamatan Payakumbuh Selatan;

Kecamatan l,amposi Tigo Nagori.

16.

t7.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah harus memuat

eva-luasi Renja Tahun sebelumnya sarnpai triwulan II
tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif



Paral 5

Sistimatika dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah

tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

sekurang - kurangnya terdiri dari :

a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
sampai dengan triwulan II tahun be{alan;

c. perubahan rencana ke{a dan pendanaan perangkat
daerah;

d. penutup

Paral 6

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2018 harus mempedomani dan

mengacu pada :

a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2O17-2022;

b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2Ol7-2O22

c. RTRW Kota Payakumbuh;

d. Hasil Evaluasi tahun n-l dan evaluasi sampai

triwulan II tahun be{alan.

Paral 7

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2018 bertujuan untuk :

a. Menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah

untuk I (satu) tahun befalan;

b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar

fungsi maupun tingkatan pemerintahan;



BAB III
PEI| GEI{DALIAI{ DAN Ef,'ALUASI

Pasal 8

(l) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian

dan evaluasi kebijakan Perubahan Renja Perangkat

Daerah

(21 Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan

evaluasi perubahan perencanaan keq'a Perangkat

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana

dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peratur€rn perundang - undangan.

BAB TV

I(ETEIITUAN PENUTT'P

Paral 9

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam

lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota

lnt



Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Aq!'$!\s 2019

WALIKOTA t

RIZA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal trg Aq$srus 2Ol9

SEKR TARIS DAERAII KOTA PAYANUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 6s

r


